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A.  Judul :

SOSIALISASI  UNDANG - LJNDANG  20 TAHUN 2016 TENTANG

MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK  PADA

MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU

DI KABUPATEN AGAM

8.  ANALlsrs slTUAsl

Merek  sebagai  salah   satu  wujud  karya   intelektuel  memilild   peranan

pendng bach  kelancaran  dan peningkatan perdagangan  balang  atau jasa dalam

kegintan  perdagangan   dan   jTivestasi.   MeTek  (Bnmd  /marge)  dapat  memenuhi

kebutuhan  konsLmen  akan  tanda  pengenal  atau  dora  pembeda  yang  teramat

pending   dan   merupakan  janinan   lnialitas   balang   atau  jasa   dalam   slrasana

persal.ngari bebas.  0leli karena itu merek adalah asct ckonomi bagi pemililmya.

balk perorangan maupun penisahaan ®adan  huha) yang  dapar  mengivasiTkan

ketmtungan besar. Demi!dan pentingnya peranan mcre[ ini mla tchadap merek

terschut dilekatkan perlindungan liuk`m, yakni schagai odyeknya tccka]-t l]ak-hak

perseorangan atau badan hulun.I  Kebijakan kquisan yang melatar belckangi

perlindungan merck yang  mencalnp perlindungrn  tchadap  pembajakan merct;,'`\``

yangtelahmenjedl.perhatl.andinegaramapuididu".a.rertama-tama,data.n,

hubungan  ini  dithjau  darimasalah-masalah  yang  beckenaan  dengan  peninian

(counferfieiting)._

Pengatimn hukum merek di lndones].a selalu mengalami. perubchan, pada

era   pemerintahan   Hindia   Belnda   tedapat   dalam   "Res/eme7I/   J:rfutr7.e/e

E7.gencfom" aleglemen Milik pchndtishian) yang di undangkan dengan S/lczatsib/nd

I Adrian S`rfedi, Hal ass Kckayaan lntelctrfual,Sirm Grafikajderta, 2009, hlm 9l



tahun   1912   Nomor   545   (disingkat   Stb.1912/545)   yang   mcT`xpckan   dupllkat

Undang-undang  merek  Belanda  prerfeni.Je//.2  Rgivemen  ini,  lebth  di  kenal

dengan peratunn Mflik Perindusthan tahun 1912. Reglenen ini hanya terdiri dari

27 pasal sehingga banyak hal  - hal yang bcttm je]as pchgat`mya, misal belum

mengatur tentang merck jasa, pemalsuan merck, gand rugi dan pemindahannya.

Sistem  yang  di  anut  ndalah  "deldaratif '  yang  menberi]ran  pedindungan  bagi

piliak  yang   memakal   merek   pertama  kali.   Pada   en   setelah   kemerdekaan,

perlindungan merek mulai  diatur dalam Undang-undang NomoT 21  tal`m  1961

tentang Merek Penisahaan dan Merek Pcmiagaan yang di undangkan pada tangal

11  0ktober 1961,

Menunit  Sudargo Gantama, undang-undang nomor 21  tahun  1961  dapat

dikatakan  merupakan  pengoperan  ketentuan-ketentuan  dalam  Peraturan  Milik

Perindustn.an_ taliuri  1912 yang terdhi dali 24 prsal seliingga mengandung banyak

kcktrmgan.  Undang-undang No 21  tal]un  1961  tentang Merck Perlisahaan  dan

Merek Pemiagaan mengenal penggolongan barang-barang dalan 35 kelas yang

sejalen   dengan   klasifikasi   intemas].oral   berdasarkan   persetujuan   pendaftaran

merck di NIce, perancis pada tahun 1957 yang di ubch di Stockholm Talon 1961

dengrn  penyesesuain  kondisi  di  hdonesia.  Pada  tangal  28  Agustus  1992  di

undan8lcan  undang-undang nomor  19  tahun  1992  tentang  merek  yang berlaku

efe"f pada  I  April  1993.  Undang-undang  No  19  Tahun  1992  tentang merck

menggantikan Undang-undang No 21 Tchun 1961 tentang Merck Perusahaan dan

Merek  Pemiagran.   Berkai.tan   dengan   kapentingan   refomasi   undang-undang

• Ydrqp Hulap, Ttrycaan Met secoa Umurm da. ELkun Menck dl lndonesto
AcwhsD*m ldrdrgLZ/rfug J9 Aabrm J9J?, Cia A9ftya Ba",1996, hlm54.
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merek,  indonesia tumt  serta meratifikasi  pejaTijiap  io.temasjonal  tentang merek,

ya]rfuwordintellectuslpropertyorganitation(WTPO).3

Pada taliun 1997, Undang-undang Nomor 19 Thhun 1992 tentang merek di

ubah dengan Undang-undang nomor 14 Talon  1997 tentang Perubchaii UTldang-

undang  Nomor   19   Tahun   1992   tentang   merek.   Pada   Undang-undang   iri

menentukan  bchwa pengguna Merck pertrma di  Indonesia  dapat mendaftarkan

mereknya, Pengaturan merek terbaru dr. Indonesia adalal Undang-undang Nomor

15 tahun 2001 sebagai penganti undang-undang yang lama yaltu Undang-Undang

Nomor  14  tahun  1997,   sehingga  te€adi  perul}ahan  secara  menyelun]h  pada

perafuran   tentang   ketentuan    merek   sebct`mnya.    Tujuanya   adalah    untck

mengantisipasi perkembangan tdrolod informasi  dan  Transportasi yang telch

mendukung  ketiatan  di  sektor  perhagangan  senalin  meningkat  secara  cepat,

mempertalankan  jklim persalngan usaha yang sehat,seTta menampung beberapa

aspck  dalam  permman  Agreement  on  Traderelated  Aspects   Of  Intellectual

Propeirty; I?7.gArs / 7R/P 'sJ dan semenjak itu segala sesuat]i menganai merek di atur

dalam Undang-undang Nomor 15 Talon 2001 Tentang Merek.

Selanjutnya  pngertian  merek  yang  di  atur  dalan  pasal  15  persetujuan

TRIT's  di jelas:ken yedfu:.  "Any  sign,  oT  any  combination  Of signs,  capableof

di,stingLI:i.sling  the  goods  or  services  Of  one  undertak]ng  from  those  Of other

undertckmgs.   shall  be   capable  Of  constituting  a  trademark   Such  signs.   in

particular words inchading personal names, letters, mmierals, figurative elemertts

and combinations Of colour.s as well as any combination Of such signs, shall be

eligible fior registration as trademarks. Where signs are not inheremly capable Of

distinguishing the relevartl goods or services, Members may make registrability

3 jb|d hha54.



depend  on  di`stinctivene,ss  acquired  through  u:se.  Meml)era  may  require.  as  a

conditlon Of registration, that signs be visually perceptible".4

Dengan  demildan  merck  han]s   merupalrm   suatu   tanda  yang   dapat

dicantumkan pnda baTmg bersanglrutan atau kemasan dali baral.g 1.fu.  Jika suat`i

balang hasn produksi  perusahaan tidak mempunyai kchiatan pembedaan, maka

dianggap bukan suatu merek. O]eh karena itu. tidck semua tanda yang memenuhi

dayapembedadapatdidrfarsebagalsebunhmerck.5

Dalan  perdagangan barang atau jasa,  merek  sebagal  salah  satu  benfuk

kal)ra  intelelrfual  memilild  peranar`  pendng  bagi  kelancaran  den  penin8hatan

perdag8ngan barang atan jasa.  Merek memiliki  nilal  yang strategis dan penting

ball  bad  produsen  maxpun  kons`men.  Bagi  produseii,  merek  selain  unt`]k

membedakan   produknya  deDgan  produk  penisahaan  lain  yang  sejenis,  juga

dimaksudkan   untuk   membangipi   ci.tra   penisaliaan   dalam   pemasaran.   Bagi

konsimen, merek selain mempermudch pengindentifikasian juga menjadi sinbol

harga  din.  hfaryanlrat  yang  sudeh  telbiasa  dengrn  pilihan  barang  dari  merek

tereentry cendeTung untck menggtmakan barang dengan merek tersebut scterusnya

dengan berbagal alasan saperd farena sirdch mengenal lama, terpercaya kualitas

preduknya,  dan  lain  -  lain  sehingga  fungsi  merek  sebagai  jaDiinan  kunlitas

Semakinnyata.6

` Rini ]aniedy Hdk kekynan lntelehalal  ( Penyalahgunanai. hck Eksllsif ), F\1 Unai\

Sunbquq?fun)ink:maddanR|bubaedi|]abjldrAat"fro/end.'fe/givama„dp'

JtrutquM#map?jqHunpgerpfeen#it;g&;frotrtdi£Bfl#Lp9er9er7;#E:#.ffa"fetfty-
Jh/e/ewh4a/, PT Cifro Adibra Balrfu Endung, 2006, I]lm78.
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